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Pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)." Ketentuan-ketentuan tersebut dalam rangka perlindungan terhadap pasien dari tindakan tenaga medis. Contoh kongkrit yang menyebabkan kerugian pasien oleh penanganan tenaga medis adalah penggunaan Streptomycin oleh tenaga medis. Penggunaan tersebut apabila tidak dilakukan dengan benar dan melihat kondisi pasien dapat saja mengakibatkan kematian. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan penal dalam rangka perlindungan hukum terhadap pasien menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta bagaimana kedudukan sanksi pidana dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam menciptakan perlindungan hukum terhadap pasien.
Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data  adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undangn hasil penelitian, jurnal ilmiah. Alat Pengumpulan Data adalah studi Kepustakaan,  Penelitian Kepustakaan. Analisis  Data  adalah yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Lokasi Penelitian  Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundang Bandung, Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundang Bandung 
Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan penal dalam rangka perlindungan hukum terhadap pasien menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mendasarkan pad ketentuan Pasal Pasal 23 yang memberikan kewajiban kepada dokter yang ada di Indonesia, dalam memberikan pelayanan kedokteran harus dilihat dari dasar keahlian yang dimiliki. Maksud dari keahlian yang dimiliki artinya tidak dibenarkan secara hukum apabila dokter melakukan pelayanan kedokteran yang tidak sesuai dengan dasar keahlian yang dimiliki dan izin yang diberikan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kedokteran. Keahlian dan izin ini merupakan standar yang wajib dimiliki oleh setiap dokter sebelum melakukan pelayanan kedokteran terhadap pasien, apabila dokter memberikan pelayanan kedokteran tidak bersandarkan kepada keahlian yang dimiliki, maka dokter dapat dinyatakan melanggar standar yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Kedudukan sanksi pidana dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam menciptakan perlindungan hukum terhadap pasien asalah berkenaan dengan kerugian yang sering diderita pasien akibat kesalahan (kesengajaan/kealpaan) para tenaga kesehatan karena tidak menjalankan praktek sesuai dengan standar profesi, saat ini masyarakat telah memenuhi pengetahuan serta kesadaran yang cukup terhadap hukum yang berlaku, sehingga ketika pelayanan kesehatan yang mereka terima dirasa kurang optimal bahkan menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan atau dianggap telah terjadi malpraktik, masyarakat akan mengajukan gugatan baik kepada sarana pelayanan kesehatan maupun kepada tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya atas kerugian yang mereka derita dengan tujuan pemberian sanksi dan gati kerugian






	Article 194 of Law no. 36 of 2009 concerning Health states: "Everyone who intentionally has an abortion not in accordance with the provisions as referred to in Article 75 paragraph (2) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.- (one billion rupiah)." These provisions are in the context of protecting patients from the actions of medical personnel. A concrete example that causes harm to patients by handling medical personnel is the use of Streptomycin by medical personnel. This use if not done properly and seeing the patient's condition can lead to death. Identification of the problem carried out is how the implementation of the penal policy in the context of legal protection of patients according to Law No. 36 of 2009 concerning Health and how the position of criminal sanctions in Law No. 36 of 2009 concerning Health in creating legal protection for patients.
	The research method that the researcher uses is the specification of the research carried out is descriptive analytical. The method of normative juridical approach, namely legal research that prioritizes how to examine secondary data, in the form of positive law and how it is implemented in practice. Data collection technique is a literature study, namely by searching and collecting and reviewing legislation, research draft laws, scientific journals. Data collection tools are library research, library research. Data analysis is juridical based on legal principles and legal norms starting from existing regulations as positive law. Qualitative means that the research conducted provides a systematic description related to the object of research in the form of a description. Research Locations, the Library of the Faculty of Law, Pasundang University, Bandung, the Library of the Postgraduate Faculty, Pasundang University, Bandung
	The conclusion obtained in this study is the implementation of the penal policy in the context of legal protection of patients according to Law No. 36 of 2009 concerning Health based on the provisions of Article 23 which provides obligations to doctors in Indonesia, in providing medical services must be seen from basic expertise. The purpose of the expertise possessed means that it is not legally justified if the doctor performs medical services that are not in accordance with the basic expertise possessed and the permission granted by the government in providing medical services. These skills and permits are standards that must be possessed by every doctor before providing medical services to patients, if the doctor providing medical services does not rely on his expertise, the doctor can be declared to have violated the standards stipulated in the Health Law. The position of criminal sanctions in Law No. 36 of 2009 concerning Health in creating legal protection for patients with problems with respect to losses that patients often suffer due to errors (intentional/negligence) of health workers for not carrying out practice in accordance with professional standards, nowadays society have met sufficient knowledge and awareness of the applicable law, so that when the health services they receive are deemed less than optimal and even cause undesirable conditions or are considered malpractice, the community will file a lawsuit both to health service facilities and to health workers who work in the area. in it for the losses they have suffered with the aim of giving sanctions and compensating for losses
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